BUPATI SIMFULU"
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DALAM
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang: a.

Mengingat: 1.

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI SIMEULUE,

bahwa dalam rangka pelaksanaa pembangunan Desa dan
pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian Desa untuk
mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa Pemerintah
memberikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam APBDesa;

. bahwa menindaklanjuti Pasal 97 ayat 4 Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang De  perlu mengatur Tata
Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah kepada setiap Desa dalam Kabupaten Simeulue
Tahun Anggaran 2022;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa dalam
Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Ne——a Nomor 3897);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Ner-—a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang.....



. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Ne¢e ira (Lembaran Negara Republik Indor ia Tahun2 004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembar - Ne; a Nomor 4633},

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049)

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Per intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 Peraturan

11.

12.

13.

14.

15.

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tr —~bahan Lembaran Negara Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
T -*1un 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nc—»r 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan......



16.

17.

Menetapkan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang
Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan Pemantauan
dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 478);

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sime ‘ue Tahun 2021
Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN P™NETAPAN RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN
SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

e

10.

11.

Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
Bupati adalah Bupati Simeulue;

Camat adalah pimpinan atau coordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan  penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan.

Desa adalah Desa dalam Kabupaten Simeulue;

Pemerintah Desa adalah Kep:® Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dalam
Kabupaten Simeulue;

Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue;
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib
yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan
langsung yang seimbang, y 1 dapat dipaksakan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang diy 1akan
untuk membiayai Pemerintah Daerah dan Pembangunan
Daerah;

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
jjin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan pribadi atau badan;

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemer--tah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat yang ' kui dan dihormati
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJ 1 adalah rencana kegiatan
pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (en: ) tahun;

12. Rencana.......



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

(1)

(2)

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat
RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun;

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban T  1;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat
APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan
Desa;

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan yang melalui

Rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu)
Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa;
Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah Dana Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah dari kabupaten kepada Desa paling
sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Realisasi Penerimaan
Pajak dan Retribusi D¢ ah Kabupaten;

Belanja Desa ad-'-"1 sem -~ pengeluaran dari Rekening Kas Desa
yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran
yang tidak a° n diperoleh p¢ Yayarannya kembali oleh Desa;
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
b-*'- pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan besaran Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa dalam Kabupaten
Simeulue Tahun Anggaran 2022, dimaksudkan sebagai Pedoman
dalam menghitung besaran pembagian Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah setiap Desa secara proporsional, adil dan
merata.

Tu n Pengalokasian dan Penetapan besaran Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah setiap Desa dalam " -“Hupaten Simeulue
Tahun Anggaran 202" adalah untuk membiayai Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan belanja tidak terduga.



BAB III
TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 3

(1) Jumlah Anggaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah

(2)

dalam Anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun

Anggaran 2022 yaitu 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah total

realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi per 31 Desember

2020 sebe ' Rp. 673.815.€ 5 (Enam ratus tujuh puluh tiga

juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh

sembi’ 1 rupiah sembilan puluh lima sen) berdasarkan besaran
realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran

2020, dengan rincian sebagai berikut:

a. Alokasi Dasar sebesar Rp. 628.779.C"2,72 (enam ratus dua
puluh delapan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu
enam ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh dua senj.

b. Alokasi Formula sebesar Rp. 45.775.067,23 (empat puluh
lima juta lima ratus dua puluh enam ribu enam puluh tujuh
rupiah dua puluh tiga sen).

Pengalokasian bagian dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah

sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan

ketent--1n:

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada
seluruh Desa; dan

b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsic 1
realisasi penerimaan hasil paj-'- dan retribusi dari Desa
masing-masing.

Pasal 4

Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa
dalam Kabupaten Simeulue T¢ -1 Anggaran 2022 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) tercantum dalam
lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

(3)

BAB IV
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa
dilk® " elalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pemindahbukuan dari Reker g Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa sebagaimana di~— ksud pada ayat (1),
dil ' "« secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan
Penerimaan Kas Daerah.

Penyalur- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi setiap Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak ' -~ setelah Kepala
Desa menyampaikan:



a. Qanun Desa tentang APBDesa tah1  berjalan; dan

b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahun sebelumnya.

c. Surat Rekomendasi yang ¢ eluar’ n oleh Kepala Badan
Pengelo' 1 Keuany-— Taerah Kabupaten Simeulue melalui
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue tentang
Realisasi Pembayaran Pajak Daerah terhutang dan tahun
berjalan sesuai kegiatan yang dibiayai dari APBDesa serta
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya
dan tahun berjalan.

Pasal 6
(1) Bagi Hasil Pajak dan Retrit--3i Daerah digunakan untuk
membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pembangun-—- Desa, Pemlt ian Kemasyarakatan Desa,

1

Pemberdayaan Masyar * tan Desa dan belanja tidak terduga.
(2) Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daer-- mengacu

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDesa} dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Pasal 7

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti seb- """ na dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih
dahulu diver*'-asi oleh Sekretaris Desa melalui Kepala Seksi
sesuai bidangnya atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti dimaksud.

(3} Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa,
tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBDesa
ditetapkan menjadi Qanun Desa tentang APBDesa.

(4) Kaur Keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan Desa
wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib
menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang
dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN DAN SANKSI

Pasal 8

(1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Re ''sasi Penggunaan
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran
sebelumnya kepada Bupati melalui Kepala  Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue
dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue dan Inspekt
Kabupaten Simeulue serta Camat.

Penyampaian laporan realisasi penggunaan EF i Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah sebagaimana din ‘tsud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat bulan Januari tahun anggaran
berikutnya.

M



Pasal 9

(1) Dalam hal Kepala Desa tidak dan/atau terlambat
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 8
ayat (1) Bupati dapat menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya Laporan
tersebut.

(2) Dalam hal terdapat SiLPA Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir
tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi
Administratif kepada Desa yang bersangkutan.

{3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
penundaan penyaluran Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi
Daerah tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal (¢” Maret ")22 M
29 Rajab 1443 H

UE

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 02 Maret 2022 M
29 Rajab 1443 H
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BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022 NOMOR 5





















